PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il
SURABAYA

SALINAN
No. 6/C ; 27-10=1984
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DARRAH TINGKMT II SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 1983
TENT NG
G/RIS SEMPADIN DiN PERUNTUK.N TANAH
KOMPLFK FUCANG ANOM D.N SEKITARNY.

DENGAN RAHMAT TUILLR Y.ANG MGHL ES4
WALIKOTAMADYA KEPALA DAER:AH TINGK.T IT SURAB.AYA

WENIMBANG : Bahwa dalam rangka menyesuaikan keteniuan-ketentuan mengenai ga~
rig sempadan dan tata guna tenah komplek Pucang inom dan sekitar-
nya dengan ketentuan Master PLan Surabaya £000, dipandang perlu
mengatur ketentuan garis sempadan dan peruntukan tanah daerah di
maksud dengan sustu Peraturan Dacrah.

MENGINGAT t 1. Undang-undang Nomor 5 tabun 1974 tentang Pokok~pokok Pemerin-
tahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa. Tenga.h/
Jawa Barat dan Daerah Igtimewa Yogyakarta juneto Undang-Un -
dang Nomor 2 tahun 1965 ;

3. Stadsvorming Ordennantie (Staatublac 1948 Nomor 168) i
4. Stadsvorming verordening (Staateblad 1949 Nomor 40 )

5« Peraturan Menteri Dalam Negeri lomor 4 tahun {980 tentang Pe-
doman Penyusunan Rencansa Kotz §

6o Poraturan Dacrah Kota Begar Surabaya Nomor 55 tahun 1955 4en-
tang Peraturan pendirian bangun-bangunan dalam Kota Bosar Su-
rabaya ;

Ta Peraturah Dasrah Kotamadys Doerah Tingkat IT Surabaya Nomor 23
tahun 1976 tanggal 23 Nopember 1978 tontang Master Plan Sura -
baya 2000,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotomadyo Daerah Tingkat II Sura-
baya,

MEMUTUSE LN
MENETAPKAN s PERATURAN DAERAH Kotamadys Doerah Tingkat II Surabaya tentang

Garip Semp:don dan Peruntukan Tansh Komplok P
cang Anom dan sekitarnya.
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Prgal 1

Garis sempadan dan perunfukan dtanah dalam Persoiurcn Daerah ini ber-
laku untuk Komplek Pucang Jnom dan sekitarnye dengan batas-batas -
sebagai berikut

2. Sebolah Utara : Jl. Pucangan III, solur-n Pucangan, Jl., Pu
cang Adi IV, Manysr 4di 1I,J1., Manyar Adl
I dan Pucang Jajar Utara

b. Sehelah Timur Jl. Menur ;

¢« Sebelah Selatan : Saluran Kalibokor i

d« Sebelah Barat Jl. Kalibokor Barat, Jl. Kalibokor Gg. VI

dan Jl. Kalibokor Gge VIII.

Batas-batas tersebut pada ayat (1) pasal ini dspat diperiksa dan -
dibuktikan pada gambar peta Nomor 127/&, yong terdiri atas 4 (em =
pat) lembar gambar celak putih sebagai Lampiran yong merupakan ba~
gian yang tidak terpischkan dari Peraturan Doerah ini, yang ditanda
tangani oleh Walikotumadya Kepala Dacrah Tingkot II Surabaya dan
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kotamadys Drerah Tingkat IT
Surabaya

Gambar peta tersebut pada ayat (2) pasal ini dibuat dalam rangkap
3 (tiga) yang masing-m=sing disimpan di :

a. Kantor Walikotamadya Kepala Daocrah Tinglot IT Surabaya sebanyzk
2 {dQua) rangkap 3

be Kantor Gubernur Kepsla Daerah Tingkat I Jowa Timur sebanyak 9
(satu) rangkap.

Pasnl 2

Garis sempadan pager d.liam Poraturan Dnerah ini ditandai dengan ga
ris tarik berwarna biru, garis sempadan bangunon ditandai dengan -
garis tarik berwarns merah dan garis sempadon bangunan yang berhim
pit dengan garis sompaden pagar ditandai dengnnh goris tarik berwar
na merah j

Lebar tanah jalan atoun japak antara kedua goaris sempadan pagar dan
Jarak antara garis scmpadan pagar dan garis sempadsn bangunhan kKot
plek Fucang inom dun sckitarnys ditentukan sesuai dengan legenda =
gambar peta Nomor 127/& tersebut dalam Pasnl 1 Peraturan Daerah ini.

Fosal 3

Fer untukan tanah di komplek Pucang inom don sekitarnya dinyatakan
dengan warna sesuai lezendn dari gambar petn Nomor 127/ﬂ terscbut

yang menjadi Lampiron Pernturan Daerah ini
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(2) Fembangunan di komplek Pucang Anom dan sckitarnyn harus mongikuti
ketentuan garis sempadan, syarotesysrat zonning atau peruntukannya
dan ketentuan lain yang berlaku.

Pamal 4

(1) Kepnda para pelanggar ketentunn dulim Foraturan Daerch ini diancam
derngan sanksi pesual dongan ketentusn yang berlaku dengonh kewnjib-
an tambahan bagi pelanggar untuk mombongker bangunan yeng di diriw
kan dengan beaya sendiri

(2) Apabila sctelah di berikan peringniuon=peringatan ternyato pelang -
aor tidak melaksanakan pembongkoran soperti dimaksnd pede ayat (1)
posal ini Pemerintab Kotamadyn Daerah Tingkat II Surabaya dapat mee
lokganakan pombongkaran atag bhengunon yang bersangkuton dengan meme
babankan beaya pembongkarannys kepada pelanggar yang dbersangkutan.

Pasal 5

(1) Sojak di %otapkannya Peraturan Docroh ind dinyatokan dioabut dan i
dak berlaku lagi somua ketentuan-koientuan yang pernah ada sepanjang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

(2) Poraturan Daerah ini mulai berlzku pada tanggal diundangkan,

Surabaya, 24 Pebruari 1983

DEMAN PERWAKILAN RIKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KSPALA DAERAH
KOT/MADYA DABRAH TINGKAT II SURABAYA TINGKAT IT SUR.B.YA
Ketu&,
t4d vt
STANY SOEBAKIR Drs. MOEHADIT WIDJLATA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kopaln Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 23 September 1984 Nomor 323/P tahun 1984.

Aeny QUBERWUR KEriL.) DABRAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Apisten I Sekrotaris Wilayah/Daerah

t¢d

Dro. SOTPRAPTO
NIP, 010030249
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Ddundangkan dalnam Lomb.ran Daerah Kotomedyn Inerah Tingkat II Su-
rabaya tahun 1984 Sori O pada tanggal 27 Oktober 1984 Nomor 6/C.

Sele WALIKOT i1\TYA KEFALL DAERAH
TINGELT IT SURABAYA
Sekreotaric I{otmnadya/merah

tta

Drs._ SUBAGYO KARTOSUDIRO
LT, 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamudyn/Doerah
Tingkat II Sursbayn
Bebe
Kepala Baglan Hukum,
Organisasi & Tntalaksans

-Mﬁ?@

OH, RAQYANI ﬁqw;ggm, SH
NIP, 510026708




PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOT.liiDYA DAERAH TINCGKAT II SUR.IBAYA
NOMOR 2 TAHUN 1983
TENT.LIIG
GARIS SEMPADAN DAN PLERUNTUKAN TANAH
KOMPLEX PUCANG ANON DN STEKIT.INYA

EENJELASAN UMUM

Komplek Pucang inom dan sekitarny: yang semula memang tolah merupo~
kan Dnorab bangunan-bangunan dengan segala mrcam tata guna tanalnyo telah
borkembang demikion pesatnya menjadi wilayabwwilaysh bangunan-bongunen pe-
rumahon yong sangat padat. Untuk monghindari kecenderungan degradssgi ling-
kungan yang semekin parah perlu segern di totopkan pengorahan-pengarahan
bagl perkembangan selanjutnya yang ditotapkon dalam Peraturan Dncrah tore
teng Goris sempadan dan peruntukan tanchnyo.

Dengan Peraturan Daerah ini di tetapkan suatu rencans deteil yang
menyangkut ketentuan garis sempadan dan peruntukan tanah yang merupskan -
salah satu alat penting yang mengarahksn pombangunan~pembangunan setempat
sosual dengan pedoman~padoman dalam rencana kota yang telah ditetapkan,

Untuk menoiptakan suatu lingkungan perumahan yang layak, moka di-
dalam rencans detail ini di tetapkan lobar jalan seria penyediasan fagsili-
tas=fagilitas umum sesual dengan ksbutuhon komplek psrumanan torsebut.

Peraturan Daorah ini di lengkepi dengon gambor rencans deotail dan
uraian-urajan tertentu, yang merupakan suntu kesatuan yang ok torpisahkan
dengon Peraturan Daorah dimaksud sebagnai peraturan pokoknya.

Disamping kotentuan~ketentuan dolsm rencana detail ini, setiap pem
bangunan masib tetap harus mongikuti ketcontuineketentuan lingkungan yang
berlaku antara lain syarat-syarat zonning, Feraturan pendirian bangunan,
Undang-undsng Gangguan (H0), persyaratan koindahan lingkungan sekitarnya
dan lsinelain,

BENJELASAN FASAL DEMI_PaSal

Pasnl 1

Gambar peta Nomor 127/A sebageimena dimake
sud delem pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah
ini merupaken Lampiran dan bagicn yong tidak
dapat di pisahkon dari Peraturan Deorah ini.
Untuk momahami secara sempurna Peraturan Dae.
rah ini, hanye dapat di laksanskan dengan mem
memperhatikon gambar peta Neomor 1 27/!‘. torse—
but,

Pasal 2 sampal dengam pasal 5 : Cukup jelas.
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